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KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
LINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Mengingat : 1.

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim
Penyusun Rencana Kerja (Renja) Lingkup Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun
2025 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja
(Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2025;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati
Tanah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja
(Renja) Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43535);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 4437); yang beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun
2008Nomor 59, TLRI Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4833);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana KerjaPemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008
TentangTata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;



21.

22.

23.
Menetapkan :
KESATU
KEDUA

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) KabupatenTanah Laut 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor
6) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023,
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan DaerahKabupaten Tanah Laut Tahun
2024-2026;

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun
2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kerja (Renja) Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dengan
susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Lingkup Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025,
sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, terkait oleh
ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku;




KETIGA

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 17 Januari 2024

an. BUPATI TANAH LAUT
~ KE DINAS,

'MASTURI, S,STP
: ?;a Utama Muda (IV/c)
239770705 199612 1 004




Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor : 100.3.3/030/DTKP/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

No. Nama Jabatan Jabatafl
dalam Tim
, Penanggung
. Kepala SKPD et
2.  Sekretaris Ketua Tim
3.  Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Sekretaris
4. Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Anggota
Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
5. . Anggota
Tenaga Kerja
6. Kabid Perindustrian Anggota
7. | Kepala UPT Balai Latihan Kerja Anggota
8.  Kasubbag Umum dan Kepegawaian Anggota
0. Kasubbag Umum dan Kepegawaian UPT BLK Anggota
10.  Subkor Hubungan Industrial Anggota
11. Subkor Persyaratan Kerja Anggota
12, Subkor Pengupahan dan Jamsostek Anggota
13. Subkor Penempatan Tenaga Kerja Anggota
14.  Subkor Perluasan Kesempatan Kerja Anggota
Subkor Pelatihan dan Produktivitas Tenaga
15. Rar Anggota
Kerja
16. Subkor Sarana dan Prasarana Industri Anggota
17. Subkor Pembangunan Sumber Daya Industri Anggota
18.  Subkor Pemberdayaan Industri Anggota

an. BUPATI TANAH LAUT




